BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 485 /405 TAHUN 2018

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang:a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 , Pasal 18 dan Pasal 19

Mengingat :

I

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun
2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat
pengecualian terhadap keterbukaan akses informasi yang di
minta pemohon informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) wajib melakukan pengujian tentang
konsekuensi dengan seksama dan penuh Kketelitian sebelum
menyatakan informasi public tertentu dikecualikan untuk
diakses oleh setiap orang;

bahwa telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap
informasi yang dikecualikan sebagaimana tertuang dalam
Berita Acara Nomor 1 Tahun 2018 dan sesuai ketentuan Pasal
5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik, hasil uji konsekuensi
dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik guna ditetapkan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah,;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);



4.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun

1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 70);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat [l Pekalongan
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah,
Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 22);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 53);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015
tentang Penyelenggaran Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

di Kajen
ovember 2018

Tembusan; disampaikan kepada, Yth.:

Ketua DPRD Daerah Kabupaten Pekalongan;

Wakil Bupati Pekalongan;

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provini Jawa Tengah;
Komisi Informasi Provinsi Jateng di Semarang;

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;

Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan;

Kepala Kelurahan se-Kabupaten Pekalongan;

Pejabat Pengelola yang bersangkutan;

PPID Pembantu yang bersangkutan;

Bidang Pendukung PLID yang bersangkutan.
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Lampiran Keputusan Bupati Pekalongan

KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor
Tanggal

485/ 4o Tabun 2018
21 November 2otf

NO

INFORMASI

DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA

DITUTUP

JANGKA WAKTU

KATEGORI UMUM

Rincian Harga Perkiraan Sendiri
(HPS)

1 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal
17 huruf (b)

2 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat

3 Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang
Pengadaan Barang Jasa

Membuka dokumen pihak
lain yang berpotensi untuk
memunculkan persaingan
usaha yang tidak sehat

Menjaga persaingan
usaha yang sehat

Selama proses pengadan barang/jasa
berlangsung

2 |Dokumen penawaran kontrak 1 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal |[Membuka dokumen pihak  |Menjaga persaingan |Selama proses pengadan barang/jasa
17 huruf (b) lain yang berpotensi untuk |usaha yang sehat berlangsung
2 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan |memunculkan persaingan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha |usaha yang tidak sehat
Tidak Sehat
3 Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang
Pengadaan Barang Jasa
3 |[Dokumen/ Berkas/ Arsip Wajib UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Mengungkap data pribadi Melindungi rahasia Tidak Terbatas, kecuali sebagaimana
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Wajib Pajak pribadi Wajib Pajak diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Pasal 172 ayat (3) dan Pasal
34
4 |Dokumen/ Arsip SP2D UU No. 01 Tahun 2004 tentang Mengungkap data pribadi Melindungi rahasia Tidak Terbatas
Perbendaharaan Negara Penerima pribadi Penerima
5 |Hasil Pemeriksaan APIP dan 1 UU No.15 Tahun 2004 tentang Menghambat kesuksesan Memperlancar Apabila diperlukan untuk
Hasil Pemeriksaan ekstern Pemeriksaan Pengelolaan dan kebijakan karena adanya kebijakan kepentingan penyidikan atau hasil

lainnya

Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal
19

2 Permendagri No.2 Tahun 2008

3 PP. No. 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman, Pembinan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

pengungkapan secara
prematur

pemeriksaan telah ditindaklanjuti
atau laporan sudah disampaikan




4 PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin
PNS

6 |Dokumen/ Arsip SP2D UU No. 01 Tahun 2004 tentang Mengungkap data pribadi Melindungi rahasia Tidak Terbatas
Perbendaharaan Negara Penerima pribadi Penerima
7 |Hasil Pemeriksaan APIP dan 1 UU No.15 Tahun 2004 tentang Menghambat kesuksesan Memperlancar Apabila diperlukan untuk
Hasil Pemeriksaan ekstern Pemeriksaan Pengelolaan dan kebijakan karena adanya kebijakan kepentingan penyidikan atau hasil
lainnya Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal |pengungkapan secara pemeriksaan telah ditindaklanjuti
19 prematur atau laporan sudah disampaikan
2 Permendagri No.2 Tahun 2008 kepada DPRD
3 PP. No. 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman, Pembinan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4 PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin
PNS
8 |[Surat menyurat dinas/ disposisi UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal |Dapat Mengungkap Mengamankan rahasia|Sampai adanya putusan komisi
pimpinan yang bersifat rahasia 17 huruf (i) informasi rahasia atau atau informasi informasi dan/ atau pengadilan
informasi dokumen atau dokumen dan
menghambat keputusan/ pengambilan
jalannya birokrasi keputusan/ jalannya
birokrasi
9 |Hasil Review Laporan Keuangan |1 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal |Dapat mengungkap Memperlancar Sampai dilaporkan ke DPRD atau
17 huruf (i) informasi keuangan yang pengambilan sudah dilakukan pemeriksaan oleh
2 PP. No. 79 Tahun 2005 tentang akan menghambat proses keputusan BPK/ BPKP
Pedoman, Pembinan dan Pengawasan pengambilan keputusan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10 |Lokasi server UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi |Akan membahayakan melindungi dan Tidak Terbatas
dan Transaksi Elektronik keamanan dokumen /data mengamankan
dokumen/ data
11 |Internet protocol/ IP addres UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Penyalahgunaan hak akses [Menjaga/ melindungi |Tidak Terbatas
privat dan Transaksi Elektronik hak akses
12 [Kode akses elektronik dan User UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi [Akan membahayakan melindungi dan Tidak Terbatas

Access Password

dan Transaksi Elektronik

keamanan dokumen/data

mengamankan
dokumen/ data




13

Sistem Keamanan Elektronik

UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik

Akan membahayakan

keamanan dokumen/data

melindungi dan
mengamankan
dokumen/ data

Tidak Terbatas

14

Sistem Manajemen Database

UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik

Akan membahayakan

keamanan dokumen/data

melindungi dan
mengamankan
dokumen/ data

Tidak Terbatas

15

Peta Lokasi penyimpanan arsip

1 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal

Berpotensi penyalahgunaan

mengamankan arsip/

Selama 30 tahun atau apabila pemilik

17 huruf (i) arsip dokumen mengizinkan atau perintah
2 UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pengadilan
16 |Dokumen/Berkas/Arsip PNS 1 UU No. 43 Tahun 2009 tentang mengungkap data pribadi melindungi rahasia 25 tahun

Kearsipan pasal 66
2 UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN
3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

PNS yang bersifat rahasia

pribadi PNS

17

oo

2]

t-b‘mt-q

Data Pegawai ASN meliputi :

Daftar Riwayat Hidup

Riwayat pendidikan formal dan
informal

Riwayat jabatan dan

Riwayat pénghargaan / tanda

jasa/ tanda kehormatan

Riwayat pengalaman
berorganisas

Riwayat Gaji

Riwayat pendidikan dan
8K kepegawaian
Kompetensi

1 UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal
128

2 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal
17 huruf (h) dan pasal 18 ayat (2)

mengungkap data pribadi
ASN yang bersifat rahasia

melindungi rahasia
pribadi ASN

Sampai ASN pensiun atau mendapat
izin dari yang bersangkutan dan/atau
yang bersangkutan menjabat jabatan
publik

18

Daftar kekayaan, keuangan, aset
dan pendapatan/rekening ASN

1 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal
17 huruf (h)

mengungkap data pribadi
ASN yang bersifat rahasia

melindungi rahasia
pribadi ASN

Dibutuhkan untuk keperluan
penyidikan dan yang bersangkutan
menduduki jabatan publik

2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan

19

Database Kepegawaian ASN

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal
17 huruf h

Mengungkap data pribadi
ASN yang bersifat rahasia

Melindungi data
pribadi ASN yang

bersifat rahasia

Tidak Terbatas




